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1.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 —Nomor:0543b/u/1987

Konsonan
No | Arab Latin No Arab Latin
. ‘ dilar:\-;)i?:; kan 18 . il
3 o B it 5 7
3 & T 18 & ‘
4 & S 19 ¢ G
5 a J 20 o F
6 & H 21 a8 Q
7 ¢ Kh 22 d K
8 2 D 23 J L
9 3 4 24 a M
10 J R 25 & N
11 3 £ 26 3 W
12 o S 27 o H
13 o Sy 28 : ’
14 ua S 29 ¢ Y
15 vl D

Xi




Vokal
Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa ndonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah |
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Huruf
Huruf
SO Fathah dan ya Ai
5O Fatzah dan wau Au
Contoh:
=S kaifa
ds haula
Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Xii




Harkat dan Nama Huruf dan Tanda
Huruf
1o/ Fathah dan alif A
atauya
s Kasrah dan ya I
O Dammah dan wau U
Contoh:
Jé 3 qala
0 5 rama
J : qila
BT : yvaqiilu

Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah () hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah
dan dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (s) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah () diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua
kata tu terpisah maka ta marbutah (3) tu ditransliterasikan dengan
h.

Contoh:

Juksyi 4y : raudah al-agfal/ raudatulagfal
55l Aaali - al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
FEGIA : Talhah
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Catatan:
Modifikasi

1.

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi smail, sedangkan nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn
Sulaiman.

Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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ABSTRAK

Nama : Rian Maulidin

NIM : 170602106

Fakultas/Program Studi  : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Kebijakan Pemerintah Pada Dana APBD

Terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Ditinjau Dalam  Perspektif
Magashid Syariah (Studi Pada RSUD dr.
Zainoel Abidin Kota Banda Aceh)
Pembimbing | : Khairul Amri, SE., M.Si
Pembimbing 11 : Seri Murni, SE., M.Si., Ak

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang
peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan. (UU No.
36 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Kesehatan), kondisi fasilitas kesehatan
yang berada di Kota Banda Aceh dinilai sangat diperhatikan. Aparatur
pemerintah sebagai perencana dan pelaksana suatu model kebijakan
pelayanan publik, di harapkan mampu memberikan suatu bentuk
peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
kebijakan yg dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerapkan
pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda Aceh serta untuk
mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan dari dana APBD terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di
Kota Banda Aceh. Adapun metode yang digunakan adalah metode
kualitatif, analasis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau
penarikan dengan menggunakan metode pengumpulan data field research
dan library research. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
pemerintah kota Banda Aceh di bidang kesehatan berfokus pada beberapa
tujuan, sasaran dan strategi tertentu dan faktor-faktor yang berpengaruh
dari dana APBD terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di kota Banda
Aceh adalah kebijakan keuangan, penerimaan negara serta pengeluaran
negara dan hutang, kebijakan pemerintah pada dana APBD terhadap
pelayanan kesehatan masyarakat telah berupaya dengan baik untuk
menjalankannya sesuai dengan prinsip magasid syariah.

Kata Kunci : Kebijakan, Pelayanan Kesehatan, Dana APBD, Magasid
Syariah
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi, kata perubahan menjadi kata yang sering
disuarakan, baik untuk individu ataupun oleh anggota kelompok
masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan kepada
aparatur birokrasi menyangkut pelayanan publik yang diberikan
kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik yang
diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah ditengah
masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan
birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap layaknya aparatur
dalam memberikan pelayanannya.

Paling tidak ada 385 jenis pelayanan publik yang disediakan
aparatur pemerintah kepada masyarakat mulai dari urusan kelahiran
sampal pada urusan kematian. Semua jenis pelayanan publik
tersebut disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah untuk melayani masyarakat. Salah satu yang menjadi point
adalah pelayanan publik yang dinilai sangat kurang memberikan
kepuasan terhadap masyarakat yaitu pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat kota, terutama pada daerah-daerah yang dikategorikan
sebagai daerah berkembang.

Dalam pelayanan pemerintah, rasa puas masyarakat
terpenuhi bila apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka

sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dengan memperhatikan



kualitas dan kuantitas pelayanan itu di berikan serta biaya yang
relatif terjangkau dan mutu pelayanan yang baik. Jadi terdapat tiga
unsur pokok dari pelayanan itu sendiri.

1. Biaya harus relatif lebih rendah

2. Waktu yang diperlukan

3. Mutu pelayanan yang diberikan relatif baik.

Keterlibatan pemerintah dalam hal ini yakni sebagai
penanggung jawab di bidang pembangunan dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan kesehatan masyarakat sebagai
salah satu unsur kesejahteraan umum yang merupakan tujuan
nasional yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa
Indonesia. Dengan desentralisasi kewenangan yang diberikan
kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kemampuan pemerintah
daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini
dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah daerah
harus mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas,
efeisien, efektif dan bertanggung jawab (Budiman, 2004).

Sehubungan dengan itu, diketahui bahwa kondisi fasilitas
kesehatan yang berada di Kota Banda Aceh dinilai sangat
diperhatikan, diketahui bahwa Kota Banda Aceh merupakan lbu
Kota Wilayah Aceh. Kota Banda Aceh memiliki 17 Rumah Sakit
Umum, 3 Rumah Sakit Khusus, 11 Puskesmas, 30 klinik Pratama
dan 114 Posyandu. Kemudian juga jumlah tenaga kesehatan di
Rumah Sakit Kota Banda Aceh mencapai hingga 2.930 orang,

tetapi dengan demikian banyak Rumah Sakit atau tempat



Kesehatan masih juga banyak masyarakat yang mengeluh terhadap
pelayanan yang diberikan oleh para tenaga medis yang ada di
Rumah Sakit Kota Banda Aceh. Dan juga juga banyak kasus yang
tidak memiliki kamar di Rumah Sakit Umum dikarenakan full.
Disini bisa kita lihat bahwa pelayanan kesehatan masih berkurang
sedangkan Dana APBD atau Belanja Daerah Kota Banda Aceh
berdasarkan fungsinya paling banyak untuk Kesehatan hingga
mencapai 150 Miliar lebih (BPS Kota Banda Aceh, 2021).
Aparatur pemerintah sebagai perencana dan pelaksana suatu
model kebijakan pelayanan publik, di harapkan mampu
memberikan suatu bentuk peningkatan pelayanan, khususnya
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kota.  Terdapat
beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai
pemberi kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu
peningkatan manajemen pelayanan kepada masyarakat yang
berbasis kemasyarakatan, memberikan jaminan kesehatan terpadu
bagi masyarakat kota dan penyediaan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam hal ini para tenaga medis yang dinilai mampu
memberikan segala bentuk tindakan yang sesuai kemampuan
mereka, serta menyediakan sarana dan prasarana yang mampu
mendukung terciptanya suatu pelayanan kesehatan yang memadai
bagi masyarakat kota. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah
pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan,
kebutuhan, serta harapan (UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang

Kesehatan).



Maka dari itu, khususnya pemerintah daerah Kota Banda
Aceh serta masyarakat yang ikut berpartisipasi di bidang kesehatan,
serta diharapkan mampu dalam pencapaian pembangunan dan
peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Banda
Aceh. Pencapaian tujuan tersebut harus disertai dengan keinginan
pemerintah daerah setempat untuk membangun tingkat pelayanan
kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis sangat
mengaharapkan perhatian pemerintah daerah Kota Banda Aceh
dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan
memperhatikan masalah yang sangat berpengaruh dalam proses
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu memperbaiki
manajemen pelayanan kesehatan, dan menyediakan Sumber Daya
Manusia (SDM) khususnya tenaga medis yang dinilai mampu
untuk bekerja denga baik, serta sarana dan prasarana sebagai aspek
pendukung tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat yang baik
dan profesional.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah
dijelaskan diatas bahwa pemerintan memiliki peran penting
terhadap peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan
penelitian skripsi dengan judul : “Kebijakan Pemerintah Pada
Dana APBD Terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Tinjau Dalam Perspektif Magashid Syariah
(Studi Pada RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh)”.



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
(1) Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menerapkan
manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda
Aceh ?
(2) Faktor-faktor apa yang berpengaruh pada dana APBD
terhadap manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di
Kota Banda Aceh ?
(3) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menerapkan
magasid syariah pada manajemen pelayanan kesehatan

masyarakat di Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen
pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda Aceh.

(2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
implementasi  kebijakan pada dana APBD terhadap
manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Banda
Aceh.

(3) Untuk mengetahui bagaimana penerapan magasid syariah
pada manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di Kota
Banda Aceh.



1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat Praktis
(1) Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan
kebijakan operasional manajemen pelayanan di sektor
kesehatan.
(2) Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
gambaran yang jelas mengenai penerapan terhadap
kebijakan pemerintah daerah dalam manajemen pelayanan
kesehatan masyarakat di Kota Banda Aceh.
(3) Bagi Mahasiswa dan Peneliti lain
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai bahan pengetahuan dan referensi pembelajaran bagi
mahasiswa dan sebagai bahan pembanding bagi penelitian
yang sejenis, serta dapat menjadi bahan referensi kaitannya
dengan peneliti yang relevan.
b. Manfaat Teoritis
(1) Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan penulis pribadi mengenai kebijakan dari dana
APBD terhadap manajemen pelayanan  kesehatan

masyarakat.



(2) Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan pembaca dan meningkatkan pemahaman
mengenai kebijakan dari dana APBD terhadap manajemen
pelayanan kesehatan masyarakat.
(3) Bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai produk penelitian di Jurusan Ekonomi Syariah dan
dapat memberikan kontribusi yang baik bagi civitas

kepustakaan akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1.5 Sistematika Pembahasan
Bagian skripsi ini berisi bagian-bagian yang terdiri dari
BAB |, I, Ill, IV, dan V beserta uraian singkat dari setiap BAB.
Jika dirincikan sebagai berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang
menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika
pembahasan.
BAB Il : LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian
yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis
terhadap permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan

dengan kerangka pemikiran.



BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab ini data atau informasi hasil penelitian di olah, di
analisis, dan di katitkan dengan kerangka teori atau
kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB Il sehingga
terlihat jelas bagaimana data hasil penelitian dapat
menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam
kerangka teori yang telah dijelaskan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisi hasil pengolahan data dan analisis dari hasil
pengolahan data tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi

hasil penelitian.



BAB Il
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kebijakan

Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik terdapat
beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini biasa juga
disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Amara
Raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang
diarahkan untuk mencapai tujuan. Secara garis besar ada beberapa
faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan yaitu adanya
pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama
(konservatisme), adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh
dari kelompok luar, adanya pengaruh keadaan masa lalu (Islamy,
2000).

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1985)
dalam proses pengolahan Pembangunan Nasional bahwa
Kebijakan adalah serangkaian keputusan yang sifatnya mendasar
untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha untuk
mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Kesimpulannya, Kebijakan adalah suatu rangkaian
keputusan yang telah di tetapkan dengan cara yang terbaik untuk
mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum kebijakan
tersebut diambil (Siagan, 1985).



2.1.1 Kebijakan Publik

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, Kita tidak
dapat lepas dari apa yang disebut dengan Kebijakan Publik.
Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang
kesejahteraan sosial di bidang kesehatan, perumahan rakyat,
pembangunan ekonomi, pendidikan nasional dan lain sebagainya.
Namun keberhasilan  dari kebijakan-kebijakan tersebut boleh
dikatakan seimbang dengan kegagalan yang terjadi, oleh karena
luasnya dimensi yang dipengaruhi oleh kebijakan publik.

Salah satu defenisi tentang kebijakan publik adalah “secara
luas” kebijakan publik dapat didefenisikan sebagai “Hubungan
suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Selanjutnya Carl
Fried memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan
peluang-peluang terhadap kebijakan yang diisukan untuk
menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan
atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
Selain itu gagasan kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai
maksud yang layak mendapat perhatian dan sekaligus harus dilihat
sebagai bagian defenisi kebijakan publik yang penting, sekalipun
maksud atau tujuan dari tindakan-tindakan pemerintah yang
dikemukakan dalam defenisi ini mungkin tidak selalu mudah

dipahami.
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Kemudian definisi lain ia mengatakan bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)
dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijaan
tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinnya untuk
mencapai tujuan. Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai
tuntunan  perubahan dalam perkembangan  menyiapkan,
menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan,
dengan kata lain bahwa proses adalah merupakan keseluruhan

tuntunan peristiwa dan perbuatan dinamis (Widodo, 2011).

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang
ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur atau mengatur proses
implemntasinya.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan
tertentu, biasanya diawali denga tahapan pengesahan undang-
undang, kemudian outpun kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan
keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan. Proses
pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur

yaitu adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya
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target grup, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan
diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan,
adanya unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun
perorangan  yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi
kebijaksanaan tersebut. Tahapan implementasi sebuah kebijakan
merupakan tahapan yang krusial, karena tahapan ini menentukan
keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu
dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan
kebijakan.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa
dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya Alam
dan Sumber Daya Manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-
tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.
Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk
transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan
menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan
menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam
kebijakan yang telahdiambil sebelumnya. Hakikat utama
implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan
setelah sebuah kebijakan diputuskan. Implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

(1) Komunikasi,  keberhasilan  implementasi  kebijakan
masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus

dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan
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harus ditransisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan

mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan

sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak
diketahui sama sekali oleh kelompoksasaran, maka
kemugkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumber  Daya, walaupun isi  kebijakan  sudah
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila
implementator kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia,
yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial.

(3) Disposisi, merupaka watak dan karakteristik yang dimiliki
oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat
demokratis.

(4) Struktur ~ Organisasi, merupakan  yang  bertugas
mengimplementasikan kebijakan memiliki pengatuh yang
signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh stake holder yang
ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun
individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni
tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif,
tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta
jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan
para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada

akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dampak yang
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diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan (Subarsono,
2006).

2.2 Definisi Pemerintah Daerah

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
pasal 1 ayat 2 menjelaskan pemerintahan daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas bantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan
republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya dalam ayat 3, UU No.
32 tahun 2004 menjelaskan pemerintah daerah adalah Gubernur,
Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam hal ini di maksudkan bahwa pemerintah daerah
sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Asas desentralisasi
dalam hal ini sebagai suatu penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Oleh
karenanya daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal ini tidak lepas
dari peranan wilayah kecamatan sebagaimana yang terdapat dalam
Ketentuan Umum No. 22 1999 : 5 bahwa kecamatan adalah

wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan

14



daerah kota yang meliputi wilayah kecamatan sebagai suatu
wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai
organisasi pemerintahan langsung di bawah bupati/walikota yang
ditetapkan dengan peraturan daerah yang merupakan rangkaian
pemerintahan kecamatan.

Sejalan dengan itu kepemimpinan seseorang akan berhasil
apabila dilandasi oleh kemampuan usaha, bercita-cita, berfikir serta
kemampuan untuk memilih saat yang tepat untuk bertindak dan
melakukan kegiatan dalam meningkatkan kualitas pribadinya. Oleh
karena itu peranan aparatur pemerintah secara hierarkis menempati

posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan (Syafiie, 2002).

2.3 Teori Dana APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah
suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif,
biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-
sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayali
kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun
anggaran. Pada hakikatnya anggaran daerah (APBD) merupakan
salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah
yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD
harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat
dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah.

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain
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Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan
menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan
Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja
Tak Tersangaka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi
3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan
Pemeliharaan, dan Belanja Modal atau Pembangunan. Belanja
Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 vyakni Belanja
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan
Belanja Modal. Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah
sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang
dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi
surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-
sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber
pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan
daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman
dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan
transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa
pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah
jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa

lebih anggaran tahun sekarang (Lasminingsih, 2004).

2.3.1 Fungsi Dana APBD
APBD juga memiliki fungsi seperti APBN yaitu:
(1) Fungsi Otoritas
APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan

serta belanja negara pada TA tertentu.
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(2) Fungsi Perencanaan
APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan
anggaran keuangan daerah pada TA tertentu.

(3) Fungsi Pengawasan
APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah
daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah.

(4) Fungsi Alokasi
APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang
tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi
penggunaan dana APBD haruslah sesuai dengan tujuan
peningkatan perekonomian tersebut.

(5) Fungsi Distribusi
APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil.

(6) Fungsi Stabilitas
APBD harus dapat menjadi instrumen dalam Kkestabilan
ekonomi daerah (Syafiie, 2003).

2.3.2 Mekanisme Penyusunan Dana APBD
Mirip dengan APBN, alur penyusunan APBD adalah
sebagai berikut:
(1) Pemerintah  daerah menyusun RAPBD (Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
(2) Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut
kepada DRPD untuk dirapatkan apakah RAPBD tersebut

disetujui atau tidak.
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(3) Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka
RAPBD akan disahkan menjadi APBD (Syafiie, 2003).

2.4 Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan,
karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan secara
rutin dan berkesinambugan orang dalam masyarakat. Berdasarkan
bentuknya, layanan umum yang dilakukan oleh siapapun tidak
terlepas dari 3 macam bentuk yaitu :

(1) Layanan dengan lisan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh
petugas-petugas dibidang Hubungan Masyarakat (Humas),
bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang
tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada
siapapun yang memerlukannya.

(2) Layanan melalui tulisan. Pada dasarnya layanan melalui
tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh,
karena faktor biaya. Layanan melalui tulisan merupakan
bentuk layanan yang paling menonjol 46 dalam pelaksanaan
tugas tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi
peranannya.

(3) Layanan tindakan Pada umumnya layanan dalam bentuk
tindakan 70-80% dilakukan oleh petugas tingkat menengah
dan bawah. Karena itu, faktor-faktor keahlian dan
keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap

hasil pekerjaan dan perbuatan (Rosemary, 1999).
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Menurut Moenir (2006) Pelayanan merupakan pemenuhan
kebutuhan hidup manusia, baik melalui aktivitas sendiri, meupun
secara langsung melalui aktivitas orang lain aktivitas adalah suatu
proses penggunaan akal, pikiran, panca indra dan anggota badan
dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan oleh seseorang untuk
mendapkan sesuatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang
maupun jasa. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang
lain yang secara langsung inilah yang dinamakan pelayanan.

Timbulnya pelayanan dari orang lain kepada seseorang
yang orang lain tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang
orang lain tidak ada kepentingan langsung atas sesuatu yang
dilakukan karena faktor penyebab yang bersifat ideal mendasar dan

bersifat material (Notoatmodjo, 2007).

2.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal merupakan suatu istilah dalam
pelayanan public (public policy) yang menyangkut kuantitas dan
kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai
salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Standar pelayanan
minimal memiliki nilai yang strategis baik bagi pemerintahan pusat
daerah maupun bagi masyarakat konsumen.

Desentralisasi ~ pemerintahan ~ yang  pelaksanaannya
diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah ini
bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
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pelaksanaan  pembangunan. Dalam konteks desentralisasi
kewenangan ini, pelayanan publik oleh pemerintah daerah
seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik
dengan fokus kepuasan penerima layanan masyarakat.

Dengan membandingkan upaya-upaya yang telah dilakukan
oleh pemerintah dengan kondisi pelayanan publik yang dituntut
dalam era otonomi daerah, tampaknya apa yang telah dilakukan
pemerintah masih belum banyak memberikan konstribusi bagi
perbaikan kualitas pelayanan publik, masih belum mampu
menyelenggarakan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat
(Syukuri, 2010).

2.6 Konsep Islam Dalam Manajemen Pelayanan Masyarakat

Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah,
syariah dan akhlak. Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan
derajat antar manusia, semangat persaudaraan, tanggung jawab,
orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah,
pengabdian/ibadah, keikhlasan,  kebersihan, mendahulukan
melaksanakan kewajiban, memberikan pertolongan, berakhlak
mulia, prinsip toleransi, musyawarah dan kedamaian.

Jauh-jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada
seluruh umat manusia (bukan saja untuk umat Islam) untuk
senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana
firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Bagarah: 267) yang berbunyi :
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“Hai orang-orang yang beriman nafhahkanlah dijalan
Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian
dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan
janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkahkan
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-
Bagarah: 267).

@
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Apabila kita tarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut
dapat bermakna bahwa para petugas pelayanan, hendaknya
melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana
ia memperlakukan dirinya sendiri seperti:

(1) Pelayanan kesehatan yang Islami

Tidak mudah untuk memberikan definisi pelayanan
kesehatan yang Islami di rumah sakit Islam. Pengertian sederhana
tentang pelayanan kesehatan yang Islami adalah segala bentuk
kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang dibingkai
dengan kaidah-kaidah Islam.

(2) Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan
kesehatan yang Islami

Sebagai hamba Allah para dokter dan perawat yang bekerja
di rumah sakit Islam adalah seorang muslim yang mempunyai

tujuan hidup hasanah fid-dunya dan hasanah fil-akhirah. Dalam
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melaksanakan pelayanan kesehatan yang Islami di rumah sakit,
para dokter dan perawat muslim haruslah mencerminkan pada
pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional.
(3) Organisasi manajemen yang Islami

Secara umum organisasi manajemen rumah sakit yang
Islami mencakup Kkegiatan sebagai berikut, menerapkan teori
manajemen dan kepemimpinan berdasarkan kaidah-kaidah Islam,
melakukan fungsi manajemen dengan berpedoman kepada syariah
Islam serta menerapkan akhlakul karimah, pimpinan rumah sakit
bertindak sebagai ulama dan umara untuk meningkatkan motivasi
dan kinerja pelayanan kesehatan, pimpinan rumah sakit menjadi
contoh yang baik (uswatun hasanah) dalam berperan sebagai tenaga
medis dan perawat profesional Islam.

(4) Lingkungan yang Islami

Lingkungan yang Islami di rumah sakit Islam tentu akan
terlihat adanya suasana keagamaan (ada mesjid, shalat jama‘ah,
hiasan-hiasan dinding yang ada kaitannya kesehatan dan Islam),
kenyamanan, kebersihan, ketenangan, kesejukan, ketertiban,
disiplin, mudah mendapatkan informasi, cepat mendapatkan
pelayanan dan keramah-tamahan seluruh karyawan yang bekerja di
rumah sakit (Rachmadi & Muslim, 2015).

2.7 Teori dan Definisi Magashid Syariah

Konsep kesejahteraaan dalam Islam berdasarkan ajaran
Islam tentang kehidupan di dunia dan apa yang datang setelahnya.
Kesejahteraan yang diinginkan Islam merupakan kesejahteraan
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yang holistik dan seimbang, kesejahteraan di dunia maupun
diakhirat. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan atau kemashlahatan
dapat diraih dengan terpenuhinya tujuan dari adanya Ssyariat.
Maslaha memiliki arti manfaat, terlepas dari keburukan, secara
umum dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi
manusia baik dalam arti menarik atau mengahasilkan atau dalam
arti menolak keburukan. Al-Ghazali mendefinisikan sebagai
memelihara tujuan syara’. Adapun Al-Khawarizmi menyatakan
maslaha adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara
menghindarkan kerusakan dari manusia. Menurut Asy Syatibi
mengartikan sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan
manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh
sifat syahwati dan aklinya secara mutlak (Jumantoro & Amin,
2005).

Magqasid asy-syariah akan menjadi payung yang selalu
memproteksi  maslahah. Magqasid asy-syariah juga akan
mengarahkan jalan untuk menuju maslahah yang benar. Dalam
memproteksi maslahah, maqgasid asy-syariah menaungi lima unsur
penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental
dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga
sering disebut dengan al-kulliyah al-khamsah (5 aspek
menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan
menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Sehingga maqasid
asy-syariah memberi perhatian, perlindungan dan proteksi (hifz)

lebih terhadap lima unsur tersebut, yaitu menjaga agama atau
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keyakinan (hifzud-din), menjaga jiwa (hifzun-nafs), menjaga
keturunan (hifzun-nasl), menjaga akal atau intelektual (hifzul-agl)
dan menjaga harta atau properti (hifzul-mal).

Imam asy-Syatibi mempertegas bahwasanya proteksi (hifz)
kelima aspek fundamental ini harus dilakukan dalam dua cara
yaitu: pertama, proteksi dengan cara pelaksanakan dan penjagaan
dan perlindungan (positif/wujud). Kedua, dengan cara menghindari
dan menghilangkan (negatif/’adam). Rukun Iman dan menunaikan
ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya adalah proteksi
dari segi wujiid dalam aspek ibadah. Menjaga kesehatan,
mengkonsumsi makanan dan menyediakan tempat tinggal juga
merupakan proteksi dari segi wujud. Sementara mencegah
kemungkaran, menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari
segi ‘adam. Melihat pertimbangan beberapa penelitian dan
pendapat Ulama kontemporer termasuk Imam Yusuf al-Qaradawi,
Al Yasa’ Abubakar menambahkan proteksi dan perlindungan
kebutuhan keberlanjutan umat dan masyarakat (hifz al-ummah) dan
pelestarian lingkungan hidup (hifz al-biah) ke dalam al-kulliyah al-
khamsah sehingga menjadi ad-daruriyyah as-sab‘ah (tujuh unsur
penting). Inilah yang menjadi patokan penting dalam menentukan
maslahah.

Maslahah yang akan diorganisir harus mendukung lima atau
tujuh unsur ini dan tidak boleh berseberangan sedikitpun. Tujuh
unsur apabila disetujui yang diproteksi oleh magasid asy-syariah,

tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan yang
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berurutan secara hierarkis, yaitu daruriyyat (necessities/primer),
hajiyyat (requirements/sekunder), dan tahsiniyyat (beautification/
tersier) (Syahitbi, 2003).

Keperluan dan perlindungan menjadi tiga tingkatan ini, oleh
asy-Syatibi dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian atas
ayat-ayat Alquran secara induktif dan komprehensif. Sehingga
beliau beranggapan bahwa keberadaannya sudah mencapai tingkat
gat’iy, maka memasukkannya kedalam penalaran dalam istinbat
hukum adalah hal yang sangat penting dan utama.

Pertama, maslahah daruriyyat adalah sesuatu yang harus
ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang
terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Apabila hal
ini tidak ada, maka akan menyebabkan hilangnya hidup dan
kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah
wajib lainnya. Contohnya dalam muamalah adalah kewajiban
melakukan akad dalam transaksi apapun.

Kedua, maslahah hajiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya
ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari
kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan
menimbulkan kerusakan atau kematian namun akan berimplikasi
adanya kesulitan dan kesempitan yang besar. Contoh yang
diberikan oleh Imam Syatibi dalam hal muamalat pada bagian ini
adalah dilegalkan beberapa transaksi bisnis dalam fikih muamalah,

antara lain giraz atau mudarabah, musagah dan salam.
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Ketiga, maslahah tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak
mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam
kategori  tahsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan
kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila
ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ketiga
pembagian tersebut harus dipahami secara berurutan, apabila
berseberangan maka maslahah daruriyyat (necessities/primer) harus
didahului daripada maslahah hajiyyat (requirements/sekunder),
setelah maslahah daruriyyat dan maslahah hajiyyat terpenuhi baru
memenuhi maslahah tahsiniyyat (beautification/tersier) (Asy-
Syatibi & Abu Ishag, 1997).

Ibnu Asyur dalam karyanya mendefinisikan tujuan syariat
atau maghashid syariah berdasarkan dua aspek, yaitu aspek
pertama adalah aspek umum merupakan tujuan dan kebijaksanaan
di balik berlakunya semua atau sebagian besar putusan syariah.
Pendefinisian ini lebih terkait dengan tujuan umum syariah dan
prinsip-prinsip keseluruhan yang memandu hukum Islam dalam
totalitasnya. Aspek kedua adalah aspek yang lebih spesifik atau
lebih terperinci yang berkaitan dengan tujuan syariah, yaitu untuk
tujuan-tujuan yang dirancang untuk mencapai manfaat spesifik bagi
orang-orang dalam berkegiatan sehari-hari mereka yang diharapkan
dengan tercapainya kemashlahatan pribadi akan tercapai
kemashlahatan ummat.

Ibnu Asyur adalah tokoh yang membuat rancang bangun

baru dalam maghasid syariah setelah Abu Ishag. Rancangan lebih
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spesifik dengan memisahkan maqgasid syariah umum dan khusus.
Magqasid syariah Umum meliputi: fitrah, samahah, kemashlahatan
universalitas, kesetaraan, substansialitas hukum, sadd az-zariah,
supremasi hukum, al hurriyyah, dan stabilitas dan ketahanan sosial.
Adapun maqgasid syariah khusus, terdiri dari hukum keluarga,
perniagaan, ketenagakerjaan, tabarru“at, peradilan dan kesaksian,
serta saksi pidana. Sedangkan milik Abu Ishaq dalam karyanya Al-
Muwafaqot untuk mecapai kemashlahatan dengan menjaga lima
hal (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
e Pendapat Ulama Tentang Magasid Syariah

Muhammad ibn Idris al-Syafi’i atau dikenal dengan sebutan
Imam Syafi’l adalah pelopor salah satu Madzhab figh empat yang
hingga kini masih dianut oleh sebagian besar umat Islam di penjuru
dunia. Di antara karya-karyanya adalah AlUm, Al-Risalah, Al-
Sunan, Iktilaf Al-Hadits. Imam al-Syafi’i adalah ulama pertama
yang mengarang ilmu ushul figh. Keterangan ini dikuatkan karena
tiga alasan:

Pertama, al-Syafi’i adalah mutakallim (teolog) pertama
yang mengkaji alasan (ta’lil) tegaknya sebuah hukum, sedang illat
sendiri merupakan bagian inti dari ilmu Maqasid al-Syariah, Kedua
al-Syafi’i adalah salah satu yang menaruh perhatian penting tentang
kaidah umum syariat dan maslahat terutama dalam praktek
berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum, ketiga, Al Syafi’i
adalah ulama yang menitik beratkan pada tujuan hukum (Magasid

al-Ahkam) seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan
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(gisos), hukum pidana, ataupun dalam ranah Magashid yang lebih
luas, seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain
sebagainya.

Menurut Imam Ibn Taimiyyah (wafat tahun 728 H) Taqiy al
Din Ibn Taimiyyah lahir pada 661 H di Hiran, daerah diselatan
timur Turki. Sejak kecil Ibn Taimiyyah dibesarkan dalam atmosfir
keluarga pencinta ilmu agama dan figh ayahnya ahli agama
bernama Abd al-Halim sedang kakenya Majd al-Din Abu alBarakat
adalah ulama ushul yang menulis buku muntaga al-ahbar. Para
teorikus magashid menilai bahwa agama memiliki tujuan mulia
untuk manusaia. Tujuan itu lalu diretas dalam tiga maslahat yaitu,
primer, sekunder dan suplementer. Kemudian pada maslahat primer
mencangkup lima hal: melindungi agama, jiwa keturunan, akal dan
harta. Kelima hak primer yang wajib dilindungi itu dikuatkan
dengan adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya
(Fathurrahman, 1997).

Menurut Imam al-Ghozali (Wafat tahun 505 H) Abu Hamid
al-Ghozali lahir di Thusi adalah murid Imam al-Haramain
alJuwaini. Al-Ghozali dikenal sebagai mujadid terkemuka yang
banyak menulis keilmuan Islam seperti filsafat, figh, ushul figh,
tasawuf dan disiplin keilmuan lain. Atas capainya yang gemilang
dalam khazanah Islam tersebut al-Ghozali digelari hujjah al-Islam,
sang pembela Islam. Teori Maqasid al-Syariah alGhozali ditulis

secara bertahap, mula-mula pada karya pertamanya, syifa alGhalil,
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kemudian dilanjutkan pada lhya Ulum al-din, dan disempurnakan
dalam karya ushul fighnya berjudul al-Mustasfa fi-llm al-Ushul.

Dalam Syifa al-Ghalil, al-Ghozali menjelaskan metode
qiyas serta mekanisme illat. Menurutnya ukuran Magqasid al-
Shari‘ah harus sesuai dengan kemaslahatan. Urutan Magasid al-
Syariah menurut al-Ghozali dibagi menjadi tiga. Pertama, al-
dartrat (hak primer). Kedua, al-hajat (hak skunder). Ketiga, al-
tazzayunat wa al-tashilatatau al-tahsinat (hak suplementer). Dari
cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghozali meringkas kelima
pembagian ilal dan ushul dalam alburhan fi Ushul al-Figh karya
gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja ketiga pembagian al-
dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-Ghozali ini lebih ringkas
dan padat dari pada versi al-Juwaini sebelumnya (Fathurrahman,
1997).

2.7.1 Kebijakan Pemerintah dalam Magashid Syariah
Kebijakan pemerintah adalah langkah pemerintah untuk
membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau
dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi negara. Menurut Wolfson
kebijakan pemerintanh merupakan tindakan-tindakan pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan
penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya
dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Dari sisi lain
kebijakan pemerintah adalah proses pembentukan perpajakan dan

pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus
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bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi,
penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang
tinggi dan berubah-ubah.

Kebijakan pemerintah adalah kebijaksanaan yang dilakukan
oleh pemerintah di bidang keuangan, meliputi penerimaan negara,
pengeluaran negara dan hutang. Ketiga komponen itu terdapat
dalam satu kesatuan yaitu dalam anggaran pendapatan dan belanja
Negara (APBN) atau dalam bentuk yang lebih kecil yaitu Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Aini, 2019).

2.7.2 Manajemen Pelayanan Kesehatan dalam Magqashid
Syariah

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan
Muslim menyatakan bahwa pemimpin yang mengatur urusan
manusia (imam/khalifah) adalah bagaikan penggembala dan dialah
yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya).
Sehingga pemimpin dalam suatu negara wajib melindungi
rakyatnya dan memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Dalam
islam pelayanan merupakan bentuk jaminan atau bantuan yang
diterima oleh masyarakat yang tidak mampu dari yang bercukupan,
saling tolong menolong. Salah satu nama-nama Allah atau 99
asmaul husna vyaitu Al Wahhab (Maha Pemberi) dalam
hubungannya pada ekonomi dan masyarakat adalah membangun
sistem pelayanan sosial yang tangguh, pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang memadai bagi masyarakat.
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Tujuan adanya pelayanan kesehatan adalah untuk
memberikan jaminan berupa kesehatan kepada masyarakat agar
memperoleh kemudahan dalam berobat. Dalam syariat islam tujuan
dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan layak disebut
dengan Magashid Syariah yaitu bertujuan untuk kemaslahatan umat
manusia. Pelayanan Kesehatan merupakan bentuk perlindungan
dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya.

Kebijakan pemerintah tentang pelayanan sosial merupakan
salah satu kewajiban negara dalam melindungi rakyat. Pelayanan
kesehatan jika dilihat dari magashid syariah bahwa pelayanan
tersebut harus memberikan kemaslahatan bagi semua elemen
masyarakat, agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik
dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Dalam
magashid syariah ada 5 tujuan yang harus terpenuhi yaitu agama,
jiwa, akal, keturunan dan harta. Kondisi yang ideal dalam
memberikan pelayanan kesehatan dalam syariat islam adalah
terpenuhi semua tujuan dari magashid syariah bagi semua
masyarakat (Pusparini & Martini, 2015).

Dalam ekonomi islam konsep maslahah maknanya lebih
luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam ruang lingkup
ekonomi konvensional. Konsep maslahah dalam ekonomi islam
adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung
elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di bumi
ini. Dikaitkan dengan Magashid Syariah, maka maslahah adalah

semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan
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terpeliharanya kelima elemen Magashid asy-syariah pada setiap
individu. Maslahah dalam magashid asy-syariah adalah tercapainya
kelima elemen yaitu:

(1) Hifs al-Din (menjaga agama)

Seorang muslim harus menguatkan keimanannya kepada
Allah swt dengan mencari berbagai bentuk ibadah-ibadah yang
telah diperintahkanNya. Dan dengan menjaga agama, segala bentuk
penyakit dapat terhindar.

(2) Hifs al-Nafs (menjaga jiwa)

Menjaga jiwa diartikan sebagai bentuk menjaga kesehatan
yang menjauhkan manusia dari segala macam jenis penyakit yang
akan berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan akan
makanan dan minuman sangat dibutuhkan untuk menjaga jiwa
dalam kehidupan sangat dibutuhkan agar tetap dalam keadaan
sehat.

(3) Hifs al-Mal (menjaga harta)

Memperoleh harta merupakan salah satu bentuk kebutuhan
manusia dalam  kehidupan, dengan bekerja maka harta akan
didapatkan. Dalam islam, kita diperintahkan untuk memperoleh
harta dengan cara yang halal dan tidak mengandung riba, gharar
dan maysir. Dengan harta yang kita miliki juga terdapat kewajiban
untuk saling tolong menolong sesama manusia.

(4) Hifs al-Agl (menjaga akal)
IImu merupakan hal yang penting dalam islam, untuk itu

islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu yang
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direalisasikan dalam pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan
merupakan satu hal yang penting karena merupakan bentuk
kesuksesan di dunia dan di akhirat.
(5) Hifs al-Nasl (menjaga keturunan)
Pernikahan adalah bentuk dasar bagi kehidupan manusia.
Jika kegiatan ini dilanggar dan di abaikan maka eksistensi

keturunan akan terancam (Pusparini & Martini, 2015).

2.8 Penelitian Terkait

Menurut Regina Veranty Damopolii (2014) dalam jurnalnya
yang berjudul “implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam
pelayanan kesehatan masyarakat” metode analisis yang digunakan
adalah kualitatif.

Kebijakan Jaminan Kesehatan salah satu bagian yang
terpenting untuk menciptakan masyarakat yang terlepas dari
belenggunya ketidakberdayaan, dimana akses kesehatan yang
sangat sulit terkadang membuat masayarakat rela dalam kesakitan,
kesehatan telah menjadikan masalah tersendiri dalam masayarakat
yang telah lama berusaha untuk dihilangkan. Kebijakan jaminan
kesehatan merupakan kebijakan yang terwujud dari implementasi
kebijakan publik yang telah melibatkan berbagai macam potensi-
potensi dengan model-model tertertu, tentu kebijkan ini bagian dari
kebijakan yang telah terproses dengan matang dan tepat untuk
diterapkan didaerah yang masih membutuhkan pelayanan

kesehatan yang lebih efektif (Damopolii, 2014).
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Menurut Mubassyir Hasanbasri (2012) dalam jurnalnya
yang berjudul “kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan
sistem rujukan kesehatan daerah kepulauan di kabupaten lingga
provinsi kepulauan riau” metode analisis yang digunakan adalah
kuantitatif.

Salah satu prioritas reformasi kesehatan adalah
meningkatkan dan pemerataan pelayanan yang bermutu bagi
masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan dengan berbagai
rencana aksinya. Terbentuknya rencana aksi tersebut diharapkan
pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar semakin
terpenuhi, sehingga masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan
akan terjamin kesehatannya. Kebijakan kesehatan di Daerah
Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari kebijakan rencana pembangunan
kesehatan menuju Indonesia sehat (Hasanbasri, 2012).

Menurut Abdurrahman (2012) dalam skripsinya yang
berjudul “kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan
kesehatan masyarakat di kecamatan bacan tengah kabupaten
halmahera selatan” metode analisis yang digunakan adalah
kualitatif.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan tertuang dalam
Peraturan Daerah No 06 tahun 3007 tetang Sistem Jaminan
Kesehatan Daerah, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi

masyarakat untuk memproleh pelayanan kesehatan yang bermutu
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dan menyeluruh kepada masyarakat. Implementasi kebijakan
tersebut menurut beberapa pihak pengelola Sistem Jaminan
kesehatan Daerah adalah baik, tetapi dalam kenyaataannya terdapat
beberapa kendala yang mengakibatkan kebijakan tersebut berjalan
tidak sebagai mana mestinya. Faktor Sumber Daya Manusia,
Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan kesehatan,
disposisi/tingkah laku aparat pelayan kesehatan dan juga kurangnya
kestabilan anggaran dalam mendukung kebijakan tersebut
merupakan beberapa kendala yang mengakibatkan implementasi
kebijakan tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya
(Abdurrahman, 2012).

Menurut Misnaniarti (2010) dalam jurnalnya yang berjudul
“analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan
jamsoskes sumsel semesta menyambut universal health coverage”
metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Program Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera
Selatan Semesta merupakan bantuan sosial untuk penjamsoskes
bagi masyarakat Sumsel yang belum mempunyai jaminan
kesehatan pelaksanaan otonomi daerah penyelenggaraan urusan
wajib pemerintah daerah, salah satunya adalah urusan kesehatan
(Misnaniarti, 2010).

Menurut Makdura Dusu (2015) dalam skripsinya yang
berjudul “implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pelayanan publik” metode yang digunakan adalah
kualitatif.
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Kesehatan merupakan suatu hal penting yang tidak
terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Sehingga secara tidak
langsung hal ini memacu kepedulian pemerintah dan masyarakat
itu hal-hal yang

ditingkatkan

akan pentingnya kesehatan.  Oleh karena

menyangkut ~ pembangunan  kesehatan  perlu
diantaranya melalui sarana-sarana kesehatan baik dalam hal
kualitas maupun kuantitasnya. Puskesmas merupakan salah satu
sarana kesehatan yang disponsori oleh pemerintah, dimana
jumlahnya yang banyak telah menjangkau seluruh nusantara
sehingga dapat dinikmati seluruh bangsa Indonesia (Dusu, 2015).

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian
terkait dengan penelitian ini, maka penulis menyertakan tabel
penelitian terdahulu seperti tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

Nama/Tahun
No /Judul Met(_)c_zle Hasil Penelitian B 0an
. Penelitian Perbedaan
Penelitian
1 | Regina Metode Setelah peneliti Persamaannya
Veranty kualitatif | melakukan yaitu penelitian ini
(2014) penelitian selama | sama-sama
Implementasi kurang lebih dua menggunakan
kebijakan bulan dengan metode kualitatif
pemerintah menggunakan dan juga sama-
daerah dalam teknik sama mencari tahu
pelayanan pengumpulan data | kebijakan
kesehatan melalui observasi | pemerintah dalam
masyarakat secara langsung menerapkan
dan wawancara manajemen
mendalam dengan | pelayanan
beberapa kesehatan
narasumber/infor | Perbedaannya yaitu
man yang penelitian saya
berkaitan dengan | dikaitkan dengan
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Nama/Tahun

No |  /dudul Metode |\ il penelitian | ersamaan dan
. Penelitian Perbedaan
Penelitian
penelitian ini, dana APBD dan
serta dilengkapi kesejahteraan
dengan masyarakat atau
dokumentasi, magasid syariah,
maka peneliti sedangkan
berhasil penelitian ini tidak
memperoleh data | dikaitkan
yang berhubungan
masalah yang
diteliti
2 | Mubassyir Metode Hasil penelitian Persamaannya
Hasan Basri kuantitatif | menunjukkan yaitu penelitian ini
(2012) bahwa sudah ada | sama-sama mencari
Kebijakan upaya-upaya tahu kebijakan
pemerintah kebijakan dari pemerintah dalam
daerah dalam Pemerintah menerapkan
meningkatkan Kabupaten Lingga | manajemen
sistem dalam pelayanan
rujukan meningkatkan kesehatan
kesehatan sistem rujukan.
daerah Kebijakan Perbedaannya yaitu
kepulauan pembiayaan yang | penelitian ini
dikabupaten ada telah menggunakan
lingga mencakup dua metode kuantitatif
provinsi aspek baik dari dan penelitian saya
kepulauan sisi demand dikaitkan dengan
riau (biaya dana APBD dan
pengobatan) dan kesejahteraan
dari sisi supply masyarakat atau
(sistem yang maqasid syariah,
mendukung sedangkan
pelayanan penelitian ini tidak
kesehatan) dikaitkan dan
hanya focus
dengan sistem
rujukan
3 | Abdurrahman | Metode Hasil penelitian Persamaannya
(2012) kualitatif | yang diperoleh yaitu penelitian ini
Kebijakan menunjukan sama-sama
pemerintah bahwa Kebijakan | menggunakan
daerah dalam Pemerintah metode kualitatif
pelayanan Daerah dalam dan juga sama-
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Nama/Tahun

No |  /dudul Metode |\ il penelitian | ersamaan dan
. Penelitian Perbedaan
Penelitian
kesehatan Pelayanan sama mencari tahu
masyarakat di Kesehatan kebijakan
kecamatan Masyarakat di pemerintah dalam
bacan tengah Kabupaten menerapkan
kabupaten Halmahera manajemen
halmahera Selatan tertuang pelayanan
selatan dalam Peraturan kesehatan
Daerah No 06
tahun 3007 tetang | Perbedaannya yaitu
Sistem Jaminan penelitian saya
Kesehatan dikaitkan dengan
Daerah, yang dana APBD dan
bertujuan kesejahteraan
memberikan masyarakat atau
kemudahan bagi magasid syariah,
masyarakat untuk | sedangkan
memproleh penelitian ini tidak
pelayanan dikaitkan
kesehatan yang
bermutu dan
menyeluruh
kepada
masyarakat
4 | Misnaniarti Metode Konteks Persamaannya
(2010) kualitatif | pengelola yaitu penelitian ini
Analisis program masih sama-sama
kebijakan dipegang oleh menggunakan
pemerintah dinas kesehatan metode kualitatif
daerah dalam dengan dan juga sama-
pengembanga pertimbangan sama mencari tahu
n jamsoskes lebih fleksibel dan | kebijakan
sumsel untuk efisiensi. pemerintah dalam
semesta pendapat menerapkan
menyambut informan bahwa manajemen
universal Jamsoskes ini pelayanan
health menjadi program | kesehatan
coverage penting di Sumsel

karena bermanfaat
bagi masyarakat
banyak serta
menjadi contoh
bagi

Perbedaannya yaitu
penelitian saya
dikaitkan dengan
dana APBD dan
kesejahteraan
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Nama/Tahun

No |  /dudul Metode |\ osil Penelitian | Persamaan dan
- Penelitian Perbedaan
Penelitian
penyelenggaraan | masyarakat atau
jaminan kesehatan | magasid syariah,
secara nasional sedangkan
penelitian ini tidak
dikaitkan dan
hanya focus dalam
pengembangan
jamsoskes
5 | Makdura Metode Kesehatan Persamaannya
Dusu (2015) | kualitatif | merupakan suatu | yaitu penelitian ini
Implementasi hal penting yang | sama-sama
kebijakan tidak terpisahkan | menggunakan
pemerintah dengan kehidupan | metode kualitatif
daerah dalam masyarakat dan juga sama-
pelaksanaan sehingga secara | sama mencari tahu
pelayanan tidak langsung hal | kebijakan
publik ini memacu | pemerintah dalam
kepedulian menerapkan
pemerintah  dan | manajemen
masyarakat akan | pelayanan
pentingnya kesehatan
kesehatan  oleh

karena itu hal-hal
yang menyangkut
pembangunan
kesehatan  perlu
ditingkatkan
diantaranya
melalui  sarana-
sarana kesehatan
baik dalam hal
kualitas maupun
kuantitasnya

Perbedaannya yaitu
penelitian saya
dikaitkan dengan
dana APBD dan
kesejahteraan
masyarakat atau
magasid syariah,
sedangkan
penelitian ini tidak
dikaitkan

2.9 Kerangka Berfikir

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan
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bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi
atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan
dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan dana alokasi belanja daerah ditentukan oleh
penerimaan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan
penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi
dilakukan atas beban APBD, dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas
desentralisasi. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan
tersebut, Pemerintah Daerah melakukan berbagai cara dalam
meningkatkan pelayanan masyarakat, yang salah satunya dilakukan
pada pelayanan kesehatan. Pendapatan merupakan bagian utama
dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun emerintahan.
Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk
membiayai anggaran belanja. Kemudian manajemen pelayanan
kesehatan di Kota Banda Aceh tentunya juga dapat dikaitkan pada
dana APBD, karena itu kerangka penelitian ini dapat digambarkan

seperti berikut ini.
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Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA DANA APBD TERHADAP
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi Pada RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh)

Kebijalkan Pemerintah pada Dana Indikator Magasid Syariah
APBD (Buspanni & Martini, 2013)
(1) Hifsal-Din (menjaga agama)

L. Kebijakan Kenangan (2) Hifs 2l Nafs (menjaga jiwa)

2. Penerimaan (3) Hifsal-Mal (menjaga harta)
3. Pengeluaran negaradan (4) Hifs al-Agl (menjaga akal)
hutang (3) Hifsal-Nasl (menjaga keturunan)

Indikator Tingkat Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Rachmadi & Muslim. 2015)

(1) Pelayanan kesehatan yangIslami
(2) Sumber daya manusia yansterlibatdalam pelayanan kesehatan vang Islami

(3) Organisasi manajem en yang [slami

(4) Lingkungan yangIslami

HASIL PENELITIAN
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BAB Il
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (qualitative
research) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa
menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian dan
penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Dalam
riset ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan
cara menggambarkan objek atau subjek penelitian secara apa
adanya sesuai dengan realitas dan fakta empirik secara objektif.
Menurut Supardi dalam bukunya Ekonomi dan Bisnis bahwa
penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ni dilakukan pada
taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan
suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil
penelitian dan  kesimpulan yang diambil semata-mata
menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa
yang terjadi seperti apa adanya (Supardi, 2005).

Dalam implementasinya jenis penelitian deskriptif ini
penulis menjelaskan fakta bahwa dari dana APBD peran
pemerintah dapat meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan
untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh. Penulis juga
menganalisis fakta tersebut dengan menggunakan konsep magashid

syariah.
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3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu suatu tempat yang dijadikan objek
penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa
tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Sopiah, 2010).
Kemudian penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Aceh, yang
merupakan bagian wilayah Kota Banda Aceh dan yang menjadi
titik fokus yaitu kompleksitas hidup masyarakat yang tinggal di
suatu wilayah yang memerlukan sarana dan prasarana kesehatan
dan fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh yaitu pada RSUD dr.
Zainoel Abidin di Kota Banda Aceh, sebagai suatu tempat

penyelengaraan kesehatan masyarakat.

3.2 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu primer dan
sekunder sebagai berikut :
(1)Data Primer
Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama,
misalnya dari individu atau perseorangan. Contohnya
adalah hasil wawancara, semua data ini merupakan data
mentah yang akan diproses untuk tujuan-tujuan tetentu
sesuai dengan kebutuhannya (Umar, 2002).
(2)Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku-buku
dan situs-situs internet (Bungi, 2005). Seperti yang berisi
tentang pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh, yang
penulis bahas adalah peran pemerintah dari dana APBD
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terhadap manajemen pelayanan kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan
yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer
serta berfungsi unuk membantu dalam menganalisa dan
memahami bahan hukum primer yang terdiri atas penelitian
para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, dan juga menggunakan
jurnal-jurnal atau pandangan sarjana hukum dalam media

masa serta internet dengan menyebutkan nama situsnya.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian
3.3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan pusat perhatian dari suatu
penelitian yang dilaksanakan di lapangan. Adapun objek penelitian
ini yaitu pada masyarakat yang berada di RSUD dr. Zainoel Abidin
Kota Banda Aceh.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat disebut juga sebagai narasumber
atau informan. Narasumber merupakan individu yang dijadikan
sebagai sumber informasi yang diperlukan dalam pengumpulan
data penelitian (Sugiyono, 2016).

Metode yang digunakan dalam penentuan informan pada
penelitian ini dengan metode purposive sampling, Vyaitu
pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa
saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel sesuai
dengan kebutuhan data (Suryabrata, 2006).
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3.4 Informan

Informan penelitian yaitu orang atau narasumber yang
mampu menjawab dan memberikan informasi mengenai situasi dan
kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006). Kemudian
informan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat di
RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda Aceh yang terkait dalam
ruang lingkup Kesehatan.

Metode yang digunakan dalam penentuan informan pada
penelitian ini  dengan metode purposive sampling. Yaitu
pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai
siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel

sesuai dengan kebutuhan data (Suryabrata, 2006).

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian
No Keterangan Informan Jumlah
1 Staff Rumah Sakit 2 orang
2 Pasien 3 orang
3 Keluarga pasien 6 orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode
pengumpulan data yang menggunakan metode wawancara, metode
dokumentasi dan metode observasi.
(1) Wawancara
Wawancara adalah cara mencari informasi atau data melalui
interaksi verbal atau lisan, wawancara memungkinkan Kita

menyusup ke dalam alam pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang
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berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan
lainnya yang tidak bisa diamati (Suwartono, 2014). Wawancara
yang penulis lakukan bertujuan untuk mencari informasi terkait
manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD dr. Zainoel
Abidin Kota Banda Aceh dengan melontarkan berbagai pertanyaan
untuk mendapatkan informasi yang akurat.
(2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang
diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data
statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan,
sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap
pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Hikmat, 2011). Teknik
dokumentasi yang penulis lakukan dengan mengabadikan gambar
atau foto pada saat penulis melakukan observasi dan wawancara di
lapangan.

(3) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam
penelitian sosial keagamaan terutama sekali penelitian kualitatif.
Observasi merupakan metode pengumpulan data yang paling
alamiah dan paling banyak digunakan tidak hanya dalam dunia
keilmuan, tetapi juga dalam berbagai akivitas kehidupan. Obsevasi
merupakan teknik pengolahan data yang mempunyai ciri yang
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono,

2016). Data yang diperoleh berdasarkan fakta mengenai dunia
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kenyataan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang prilaku, dan
makna dari perilaku tersebut. Adapun observasi yang dilakukan
adalah observasi partisipatif, yaitu terlibat dalam kegiatan sehari-
hari orang yang diamati sambil melakukan pengamatan. Teknik
observasi yang penulis lakukan dengan mendatangi tempat penulis
melakukan penelitian di RSUD dr. Zainoel Abidin Kota Banda
Aceh dan mengamati manajemen pelayanan kesehatan guna untuk

kesejahteraan masyarakat.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif,
analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan
dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpukan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar
dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Sehingga
pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak dari
penulisan deskripsi kasar sampai pada produk penelitian. Dengan
kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya,
data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai
pengumpulan data (Zuriah, 2006).

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang objektif
serta akurat yang sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini, maka analisis penelitian ini menggunakan

cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan
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dari hasil wawancara dari informan. Menurut Miles & Michael
(1992) terdapat tiga komponen analisis, yaitu:
(1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi
data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di
lapangan. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti contohnya
memilah kritk-kritik yang tidak relevan dengan teori dan konsep
yang diutarakan oleh informan dalam proses wawancara pada
penelitian ini.

(2) Penyajian Data (data display)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberi  kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Display data merupakan cara memaparkan
hasil temuan dari penelitian.

(3) Verifikasi/Penarikan

Kesimpulan Kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan juga
diverifikasi selama penelitian berlangsung melalui analisis teori
sehingga pada akhirnya kesimpulan muncul. Menurut (Miles &
Michael, 1992) menarik kesimpulan dengan tetap terbuka
kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
Kesimpulan-kesimpulan akhir tidak muncul sampai pengumpulan

data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan
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catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode

pencarian ulang yang digunakan serta kecakapan peneliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan
sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan,
Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini
dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1
Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah
berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam
Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda aceh juga memerankan
peranan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara/
Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi
Mekkah.

Di masa jayanya, Banda Aceh Darussalam dikenal sebagali
kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan
islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari
Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Banda Aceh Darussalam
juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para
pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China,
Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat
dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan
tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.
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Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya
menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini
menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-
budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda
Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan
peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai (Pemerintah Kota
Banda Aceh, 2021).

Saat ini, Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90
Gampong (desa), sedangkan jumlah penduduk Kota Banda Aceh
saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah
penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk
Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini
merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai
pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak
pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja
(Pemerintah Kota Banda Aceh, 2021).

Selain itu, karena Banda Aceh merupakan lbu kota dari
provinsi Aceh, tak heran bahwa di kota Banda Aceh terdapat
banyak fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat dirasakan oleh
seluruh masyarakat Banda Aceh khususnya dan masyarakat Aceh

umumnya.
4.1.2 Visi dan Misi Kota Banda Aceh
o Visi
Terwujudnya Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam
Bingkai Syariah.
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e Misi

- Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang
penguatan agidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar
Islam.

- Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan,
kepemudaan, dan olahraga.

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan
kesejahteraan masyarakat.

- Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

- Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan.

-  Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2021)

4.1.3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Banda Aceh
Fasilitas kesehatan merupakan salah satu hal yang
terpenting dan tidak boleh dilewatkan, sesuai dengan salah satu
misi kota Banda Aceh yaitu meningkatkan kualitas kesehatan
masyarakat, pemerintah kota Banda Aceh terus mengupayakan
pelayanan yang nyaman dan mudah di akses oleh masyarakat, tidak
hanya di tengah kota, namun juga memfasilitasi pelayanan
kesehatan yang baik dan merata di setiap desa, ditambah lagi di
setiap sudut kota banyak tersedianya klinik, apotek dan rumah sakit

yang terjamin, maka dari itu penulis akan memaparkan jumlah
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pusat pelayanan kesehatan serta fasilitas yang ada di pusat
pelayanan kesehatan yang dikota Banda Aceh dalam tabel berikut.
Tabel 4.1

Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas,
Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Banda
Aceh, 2019 dan 2020

1. Meuraxa 2 2 L 1 - 1 1 1 1 18 | 18
2. Jaya Baru 2 2 - - 1 1 2 1 16 | 16
3 Banda Raya & 2 - - - 1 1 i 10 | 10
4. Baiturrahman 3 K - - - 1 1 1 5 19 | 19
5. Lueng Bata - - 1 1 iy 4 g g
6. Kuta Alam T S 2 - 2 2 4 i 15 | 15
7. Kuta Raja 2 2 - - 1 1 1] - 6 i
8. Syiah Kuala 2 2 - - - 2 2 1 2 12 | 12
9 Ulee Kareng - - - - - 1 1 3 2 g g9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Selain adanya pusat pelayanan kesehatan yang memadai di
kota Banda Aceh, jumlah tenaga kesehatan yang berkompeten di
bidangnya juga diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan di kota Banda Aceh, tak terkecuali juga melayani pasien

rujukan jaminan kesehatan masyarakat seperti askes dan
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jamkesmas, berikut data tenaga kesehatan dan jumlah pasien

rujukan askes dan jamkesmas di kota Banda Aceh.

Tabel 4.2

Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit dalam Kota Banda Aceh,
(2020)

1 Dokter Umum 226
2 Perawat 1.708
3 Bidan 328
4 Gizi 59
5 Kefarmasian 171
6 Kesehatan 54
T Kesehatan Masyarakat 116
a8 Keteknisian Medis 143
] Ahli Teknologi a1
10 Fisioterapis 44

Sumbe'r : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021
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Tabel 4.3

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Banda
Aceh, 2020

1. Meuraxa 3 1 b 3 2 1 1 1 2
2. Jaya Bar 4 1 ] 2 1 1 2 1 1
3.BandaRaya | 4 2 ] i 2 3 1 2 1
4. Batturrahman | 9 1 6 17 1 3 2 1 1
5. Lueng Bata ] 1 6 18 2 3 4 1 1
|6 Kuta Alam 9 3 13 21 3 7 3 2 3
[kt Raja 3 1 9 12 1 2 1 2
1D Syiah Kuala 6 3 il 4 4 4 3 3 d
(0. Uee Kareng | & 2 il 18 4 2 § 1 2

Sumber : Badan Pusat Stétistik Kota Banda Aceh, 2021

Catatan: ' Dokter dalam tabel ini termasuk dokter spesialis
(selain spesialis gigi) dan dokter umum, ? Dokter gigi dalam tabel
ini termasuk dokter spesialis gigi dan dokter gigi.
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Tabel 4.4

Jumlah Kunjungan Pasien Askes, Umum, Jamkesmas, dan JKA di
Puskesmas Kota Banda Aceh, (2020)

1. Meurasa leuraka 10145 9% 97% 47032 7141 6399
2. Jaya Baru Jaya Bary 14061 2243 12429 19086 10000 57819
JBandaRaya  BandaRaya 12066 543 6809 27963 136 47117
4 Baifurrahman  Batturrahman 20 1% 213% 0788 9381 104402
5 luengBata  Bafoh 4373 Te 46712 11 - %6861
6. Kuta Alam Kuta Alam 2003 - 1746 371403 - 63180
Lampulo 21m 4 2489 1262 3% 16466

7. Kuta Raja Lampasen 12621 3% 14826~ 15003 13367 58219
" Syiah Kuala  Kopelma 6.624 H 201 8630 37 16116
Jeulingke o0sd 219 9202 17905 A7 2064

9.Ulec Kareng  Ulee Kareng 9.233 £ 14086 23783 1017 45119

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021

Bukan hanya tenaga kesehatan dan jaminan kesehatan saja
yang perlu diperhatikan, namun fasilitas yang diperlukan pasien
seperti ruangan dan ranjang tidur mencukupi serta memberi
kenyamanan kepada pasien kelas A hingga kelas D, berikut daftar
jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam kota Banda
Aceh.
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Tabel 4.5

Jumlah Tempat Tidur yang Tersedia di Rumah Sakit dalam Kota
Banda Aceh, (2020

1 RSUDdr A 696 Pemprov Aceh

2 RSJwaBanda A 34 Pemprov Aceh

3 RSIbuAnak B 99 Pemprov Aceh

4  RSUDMeurara B 223 Pemkot
5 RSTKI B 131 L
Tl e D 51 POLR
1 R D 5 Swasta

§ RSUTgk C "7 Siasta

9 RSUHarapan C 147 Swasta

10 RS C 143 Swasta

11 RSCempaka ¢ 42 Swasta

12 RSPrince D 29 Swasta

13 RSU Meutia D 30 Swasta

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021
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4.2 Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan
Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota
Banda Aceh

Dalam sebuah wilayah baik itu negara maupun daerah pasti
memiliki  kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi dan
dilaksanakan guna ketertiban dan kelancaran suatu aturan yang
telah ditetapkan dan disepakati. Maka dari itu kebijakan akan
terlaksana dengan baik apabila stakeholder menerapkan pelayanan
yang baik dan bermutu kepada penerima manfaat yaitu masyarakat
juga harus mematuhi dan menjalankan aturan tersebut dengan baik
dan benar, karena peran dan saran masyarakat itu juga penting
untuk membuat suatu kebijakan dan perkembangan kualitas
pelayanan. Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah Kota Banda
Aceh telah menetapkan beberapa kebijakan dan pelayanan yang
berlandaskan pada kebijakan negara juga kebijakan pemerintah
Aceh seperti di setiap puskesmas dan rumah sakit melayani pasien
rujukan BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) dan JKA
(jaminan kesehatan aceh) sehingga seharusnya dapat meningkatkan
kualitas pelayanan di setiap pusat pelayanan kesehatan.

Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) 2017-2022, rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh termuat dalam misi
ke-4 yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat seperti
dalam tabel berikut ini.
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Tabel 4.6

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi

: Mewujudkan Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatka| Penanggulangan | Peningkatan Pengembangan sistem
n status Penyakit Menular| dan layanan kesehatan,.
kesehatan penyediaan
masyarakat sistem

pelayanan
kesehatan
yang

terintegrasi

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
masyarakat
padaFasilitas
Kesehatan
Tingkat
Pertama
(FKTP)

Peningkatan
kemitraan
dengan
stakeholder
kesehatan yang
profesional.

Meningkatkan kerja
sama lintas sektor dan
lintas daerah,
Mengoptimalkan
keterlibatan para pihak
terkait, Meningkatkan
peran serta masyarakat,

Peningkatan
Kualitas
sarana dan
prasarana
serta fasilitas
kesehatan
yang
memadai

Pengembangan SDM,
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kesehatan, Standarisasi
mutu dan layanan
kesehatan

Dinas Kesehatan

Meningkat
kan status
kesehatan
masyarakat

Terwujudnya
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas

Peningkatan
dan penyediaan
sistem
pelayanan
kesehatan yang
terintegrasi

Pengembangan sistem
layanan kesehatan
Pengembangan SDM

Peningkatan
kemitraan
dengan
stakeholder
kesehatan yang
profesional.

- Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor dan lintas
daerah

- Mengoptimal-kan
keterlibatan para
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pihak terkait

- Meningkatkan peran
erta masyarakat

Peningkatan - Peningkatan
Kualitas Saranadan
sarana dan Prasarana
prasarana serta Kesehatan
fasilitas

- Standarisasi mutudan

kesehatan yang layanan kesehatan

memadai
Sumber : (Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022, 2018)

4.2.1 Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kebijakan-kebijakan yang telah diatur memiliki tujuan,
sasaran, dan strateginya tersendiri, maka dari itu untuk mengukur
tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan Quran surah Al-Bagarah
ayat 267, ayat tersebut bermakna bahwa para petugas pelayanan,
hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik
sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.

kemudian terdapat beberapa indikator untuk mengukur
kualitas pelayanan yang sesuai dengan ayat tersebut vyaitu
pelayanan kesehatan yang islami, sumber daya manusia yang
terlibat dalam pelayanan kesehatan yang islami, organisasi
manajemen yang islami dan lingkungan yang islami (Rachmadi &
Muslim, 2015).

1. Pelayanan kesehatan yang Islami

Bukan menjadi suatu hal yang mudah untuk mengartikan
pelayanan kesehatan yang islami sesuai dengan nilai-nilai syariah
pada setiap rumah sakit di wilayah kota Banda Aceh, karena seperti

yang kita ketahui bahwa di seluruh kota dan kabupaten di Aceh
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menerapkan nilai-nilai islami dalam segala bidang. Pengertian
sederhana tentang pelayanan kesehatan yang Islami adalah segala
bentuk kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang
dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam.

Setidaknya terdapat 4 konsep atau karakteristik utama
dalam pelayanan yang Islami, yaitu : rabbaniyah, akhlagiyah,
wagqi’iyah dan insaniyah. Karakteristik yang paling mendasar dan
menjadi pembeda antara pelayanan rumah sakit yang bernafaskan
Islam dengan rumah sakit non Islam terletak pada karakter
rabbaniyah-nya (keyakinan dan penyerahan segala sesuatunya
hanya kepada Allah swt.). Sedangkan karakter akhlagiyah,
wagqi’iyah (luwes dan tidak kaku) dan insaniyah, kesemuanya
merupakan unsur-unsur yang melekat pada pelayanan jasa sehingga
rumah sakit yang dikelola kalangan non Islam-pun menjadikannya
sebagai bagian dari orientasi pelayanannya, meskipun diantara para
pengelola rumah sakit terdapat perbedaan cara penerapan dan
cakupan pengembangannya (Jusuf & M., 2009).

Pada setiap pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas,
klinik, apotek, dan rumah sakit yang berada di wilayah kota Banda
Aceh telah berupaya untuk meningkatkan pelayanannya sesuai
dengan prinsip islam meskipun terdapat beberapa hal yang belum
dijalankan secara kaffah.

Secara konsep pelayanan, Rumah Sakit di Banda Aceh
seperti Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Kesdam, dan Meuraxa

telah membuat suatu aturan baku untuk setiap pelayanan dalam
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bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini ditetapkan
bahwa nilai-nilai dan amalan agama menjadi satu kesatuan dengan
pelayanan medis atau keperawatan. Semua ini terlaksana saat
pengamalan kata memulai pekerjaan dengan membaca basmalah
dan mengakhirinya dengan hamdalah, mengucapkan salam saat
memasuki ruangan pasien, dan mendo’akan pada setiap akhir
pelayanan juga terus menyemangati pasien untuk tetap kuat dan
tegar.

Tanggapan pasien atau keluarga pasien terhadap pelayanan
yang telah diberikan dokter atau perawat juga menunjukkan telah
mengarahnya pelayanan kesehatan menuju pada pelayanan yang
islami.

“....perawat sama dokter disini baik, sigap dan ramah kalau
kami lapor impusnya habis langsung diganti, dokternya juga
jelas kasih penjelasan kepada pasien, selesai menjelaskan
dokternya mendoakan pasien supaya semangat dan cepat
sembubh, tapi sayangnya jadwal visitnya jarang, maunya kan
bisa lebih sering” (Martini, 2021).

“....pelayanan di rumah sakit ini cepat, waktu ibu
saya masuk UGD langsung ditangani sama perawatnya dan
Alhamdulillah juga cepat dapat kamar, tapi kamar kelas satu
sering penuh, terus alat-alat medis disini pun udah bagus
dan canggih, pelayanan disini juga bagus meskipun kadang
suka ditegur perawat karena rame-rame didalam ruang
pasien tapi perawatnya tegas untuk menegur keluarga
pasien untuk kenyamanan pasien terus ruang-ruang
pasiennya dipisah antara pasien laki-laki dan perempuan,
udah syariah” (Fera, 2021).

62



2. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelayanan
kesehatan yang Islami
Sebagai hamba Allah para dokter dan perawat yang bekerja
di rumah sakit Islam adalah seorang muslim yang mempunyai
tujuan hidup hasanah fid-dunya dan hasanah fil-akhirah. Untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan yang Islami di rumah sakit,
para dokter dan perawat muslim haruslah mencerminkan pada
pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional.

“.....sewaktu adik saya di operasi karena kecelakaan dan ada
beberapa kemungkinan yang terjadi, dokter memberi
edukasi yang jelas kepada keluarga pasien dan menjelaskan
kemungkinan serinci mungkin dan dengan bahasa yang
sederhana, baik itu kemungkinan baik hingga kemungkinan
buruk sekalipun, kemudian dokternya menunggu keputusan
keluarga, nggak ambil tindakan secara sepihak, tapi
dimusyawarahkan bersama dokter spesialis lain dan
keluarga pasien untuk dilakukan tindakan yang terbaik
kepada pasien.” (Yasirli, 2021).

“...saya bingung, sudah mau dua minggu ibu saya dirawat
disini, sakit batu ginjal, tapi belum ada tindakan apa-apa,
katanya lagi di cek dulu kondisinya dan disedot dulu cairan
diginjalnya baru dilihat lagi ibu saya apakah harus diambil
tindakan atau tidak, saya berharap untuk segera diambil
tindakan yang terbaik untuk ibu saya” (Salbiah, 2021)
3. Organisasi manajemen yang Islami
Secara umum organisasi manajemen pada rumah sakit yang
Islami tergolong kegiatan sebagai berikut, menerapkan teori
manajemen dan kepemimpinan berdasarkan kaidah-kaidah Islam,

melakukan fungsi manajemen dengan berpedoman kepada syariah
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Islam serta menerapkan akhlakul karimah, pimpinan rumah sakit
bertindak sebagai ulama dan umara untuk meningkatkan motivasi
dan kinerja pelayanan kesehatan, pimpinan rumah sakit menjadi
contoh yang baik (uswatun hasanah) dalam berperan sebagai tenaga
medis dan perawat profesional Islam.

Menurut Ketua Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia,
Prof KH Ali Yafie, dalam Islam manajemen dipandang sebagai
perwujudan amal soleh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat
baik tersebut akan memunculkan motivasi aktivitas untuk mencapai
hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama. Dari ta’rif diatas
memberi gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses
dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal
dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka
kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama.

“..saya pernah kecewa Sama prosedur manajemen salah
satu rumah sakit di Banda Aceh, saat itu ibu saya
kecelakaan dan saya bawa ke salah satu rumah sakit di
Banda Aceh, terus sampai di UGDnya ibu saya ditolak dan
disuruh bawa ke rumah sakit umum, saya ga
mempermasalahkan jika memang harus dipindahin, tapi
setidaknya ditangani dulu dengan pertolongan pertama, tapi
nyatanya tidak ada pertolongan pertama untuk ibu saya, saat
sudah di rumah sakit umum, jadwal operasi ibu saya pun
lama, sudah dua minggu belum juga di operasi, lalu
keluarga saya bawa ibu ke rumah sakit lain dan
alhamdulillah ibu saya langsung dioperasi dan ditangani
dengan baik” (Andra, 2021).

..... sudah delapan hari kaki saya yang patah pen karena
pendidikan TNI belum ada tindakan operasi, gatau
jadwalnya kapan, yang lain baru masuk tapi bisa langsung
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operasi, gapaham juga gimana prosedurnya, selama delapan
hari ini kaki saya cuma diikat seperti ini (sambil
menunjukkan kondisi kakinya), tapi kondisi saya baik-baik
aja, ya saya ga permasalahin juga sih bang selama kondisi
saya baik-baik aja dan saya percayakan aja sama dokter dan
prosedur rumah sakitnya, karena memang akhir-akhir ini
banyak yang lagi operasi, kayanya perlu ada penambahan
ruang operasi di rumah sakit ini”” (Hasyim, 2021).

4. Lingkungan yang Islami

Lingkungan yang Islami di rumah sakit Islam tentu akan
terlihat adanya suasana keagamaan seperti adanya mesjid, shalat
jama'ah, hiasan-hiasan dinding yang ada kaitannya kesehatan dan
Islam, memberi kenyamanan, ketenangan, kesejukan, kebersihan,
ketertiban, disiplin, memperoleh informasi dengan mudah, cepat
mendapatkan pelayanan dan keramah-tamahan seluruh karyawan
yang bekerja di rumah sakit.

Pada setiap rumah sakit dan pusat kesehatan lainnya di
Banda Aceh seperti puskesmas, pustu dan apotek memiliki tingkat
pelayanan dan lingkungan yang berbeda-beda, namun tetap
mengusahakan untuk memberi pelayanan terbaik kepada setiap
masyarakat kota Banda Aceh.

Sejauh ini kondisi lingkungan di setiap rumah sakit dan
puskesmas di Banda Aceh sangatlah baik, berlandaskan nilai-nilai
islami dan memberi kenyamanan kepada pasien seperti kondisi
lantai, ruangan dan MCK yang bersih, adanya hiasan-hiasan
dinding yang bernilai islami yaitu doa-doa yang baik saat sakit dan

saat mengunjungi orang sakit, adanya masjid/musalla yang bagus,

65



memberi nama-nama ruangan dengan nama islami, adanya majalah
dan brosur edukasi kesehatan yang islami di setiap ruang tunggu
dan adaya pemisahan antara pasien laki-laki dan perempuan.

Namun masih ada beberapa rumah sakit dan puskesmas
yang masih kurang menerapkan nilai-nilai islami seperti kondisi
MCK yang kurang bersih dan pembagian tempat duduk di ruang
tunggu yang masih belum adanya pemisahan antara laki-laki dan
perempuan.

“....selama tiga minggu saya di rumah sakit cukup nyaman
karena perawat dan petugas kebersihan disini ramah dan
pengertian asalkan kami mematuhi aturan, setiap jam tujuh
pagi tu kami harus udah berberes karena petugas kebersihan
udah mulai nyapu, ngepel, bersih-bersihlah pokoknya, tapi
diminggu pertama itu saya pernah kehilangan baju di
jemuran bawah, setelah itu kami ga pernah lagi nyuci di
rumah sakit, walaupun difasilitasi jemuran di bawah,
mending saya bawa aja pakaiannya ke laundry” (Anggun,
2021).

“..lingkungan disini bagus-bagus aja, saya senang disini
selalu ada shalat berjamaah lima waktu, habis shalat magrib
juga ada pengajian seperti tajwid dan tausiah, terus di
masjidnya disediakan makanan untuk masyarakat,
disediakan makanan berbuka bagi yang berpuasa sunah,
makanan ini yang nyumbang adalah dari jamaah masjid ini
sendiri, selain itu saya cuma mau menyarankan ada satu hal
yang perlu diperhatikan dan perlu dikembangkan, kalau bisa
kan dek di rumah sakit Banda Aceh ini perlu buat satu
tempat khusus keluarga yang jauh (bukan berdomisili di
Banda Aceh) untuk bisa menginap dan tarok barang bawaan
kami semua di satu tempat itu” (Arman, 2021).
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4.3 Faktor-faktor yang berpengaruh Pada Dana APBD
Terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat di
Kota Banda Aceh

1. Kebijakan Keuangan

Setiap daerah memiliki suatu aturan dan kebijakannya
masing-masing, kebijakan ini berfungsi sebagai ketertiban,
menjamin hak asasi, petunjuk program kegiatan, arahan kepada
pelaksana dan menyelenggarakan administrasi serta urusan tata
usaha sebuah organisasi/lembaga.

Salah satu kebijakan yang penting didalam suatu
organisasi/lembaga adalah kebijakan keuangan, Kkebijakan
keuangan tersebut berfungsi sebagai mengalihkan dana dari pihak
yang mengalami kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang
kekurangan dana (deposit). Dengan sistem keuangan yang stabil,
ekonomi bisa terus tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan
masyarakat.

Pada hakikatnya, kebijakan  publik merupakan suatu
kewenangan yang dimiliki pemerintah baik di pusat maupun
di daerah untuk  melakukan intervensi terhadap kehidupan
masyarakat. Agar kehidupan masyarakat teratur, tertib dan
sejahtera. Walaupun mengintervensi tetapi sah karena didasarkan
pada aturanyang jelas. Berdasarkan  sumber  pendanaan
puskesmas berasal dari pusat (APBN), dana provinsi dan dana
pemerintah kota, penyebaran dana dari pusat ke provinsi dan
daerah sehingga sampai ke puskesmas melalui beberapa sumber

baik dari kemenkes maupun dari kemenkeu.
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Di kota Banda Aceh telah membuat suatu kebijakan
penerimaan terbesar dana APBD terletak pada sektor kesehatan
sebagai suatu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,
penanggulangan kemiskinan serta sebagai pembangunan ekonomi.
Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah
satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan
pendapatan.

2. Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah pemasukan negara yang
digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan
negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan
pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan
pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan
negara, denda, sumbangan masyarakat, dil (Syamsi, 1994). Dalam
hal ini pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non
pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan
undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,
2011).

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk
membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang
sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan
pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk

membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah
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untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji
pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan
kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan
bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang
penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan
tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi
tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2012).

Di kota Banda Aceh yang menjadi penerima terbesar dana
APBD adalah sektor kesehatan, berikut tabel realisasi belanja
daerah kota Banda Aceh menurut fungsi (Rp), 2019-2020.

Tabel 4.7

Realisasi Belanja Daerah Kota Banda Aceh Menurut Fungsi (Rp),
2019-2020

1 Pelayanan Umum f 108.861.356.998 108.585.433.704
2 Ketertiban dan Ketentraman 12.584.192 115 18.503.562.021
3 Ekonomi 74.305.030 450 60.119.808.292
4 Lingkungan Hidup 55.931.821.872 28.007.159.868
5 Perumahan dan Fasilitas 117.530.565.426 138.054.365.989
6 Kesehatan 135.876.276.847 156.309.401.892
7 Pariwisata dan Budaya 11.866.429.628 8.787.170.376
8 Agama 39.897.135.163 32.371.349.666
9 Pendidikan 66.406.518.784 92.926.091.814
10 Perlindungan Sosial 13.367.336.770 11.080.538.227

Catatan/Note: Belum diaudit/unaudited

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2021
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3. Pengeluaran Negara dan Hutang

Secara umum pembangunan kesehatan di kota Banda Aceh
telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, namun demikian
masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian
dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain:
masih adanya angka kematian ibu dan anak, serta pelayanan pada
rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan
kualitasnya dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
kesehatan lingkungan. Demikian juga terkait regulasi yang berlaku,
banyak petunjuk teknis penggunaan dana untuk kesehatan yang
dibatasi oleh aturan dari pusat, sehingga dana besar dari pusat
namun pemanfaatannya menjadi terbatas di daerah akibat Juknis
yang terlalu mengikat.

Anggaran  kesehatan harus mampu digeser dari
pengutamaan pembiayaan pada sektor kuratif dan rehabilitatif
kepada pemihakan anggaran sektor promotif dan preventif.
Semangat pergeseran paradigma pembiayaan ini membutuhkan
pemihakan kebijakan dan kesadaran dari semua stakeholder
kesehatan di Kota Banda Aceh. Kemampuan pemerintah yang
masih  terbatas dalam pembiayaan kesehatan masyarakat
memerlukan inovasi dan kreatifitas pemerintah untuk mampu
melibatkan sektor swasta bersedia membiayai kesehatan
masyarakat.

Terkait dengan penyediaan infrastruktur pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama masih sangat terbatas, hal ini
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dikarenakan masih terbatasnya lahan yang tersedia dalam rangka
perluasan dan peningkatan status sarana dan pelayanan kesehatan
sehingga sarana dan prasaranapun masih kurang, seperti ruang inap
pasien dan lain lain. Dalam hal ini sangat diperlukan keterlibatan
pihak swasta untuk ikut serta berkonstribusi terhadap bidang
Kesehatan di kota ini (Rencana Strategis (RENSTRA) 2017-2022,
2018).

4.4 Penerapan Magqasid Syariah Pada Manajemen Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di Kota Banda Aceh

Magasid Syariah adalah tujuan Allah dalam menentukan
hukum-hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup
ummat manusia baik dunia maupun di akhirat serta menghindari
berbagai kerusakan.

Secara bahasa, magashid syari’ah terdiri dari dua Kkata,
yakni maqashid dan syari’ah. Magashid adalah bentuk jama’ dari
maqgsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah Secara
bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini
dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok
kehidupan. Adapun secara istilah, magashid syari’ah berarti tujuan
Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.
Magashid syariah yang dapat diterapkan dalam pelayanan
kesehatan di rumah sakit adalahl; 1. Penjagaan agama (hifz ad-
diin) terkandung dalamQS. Al Anbiya’:107 (yang menjelaskan
tentang kerahmatan), QS. Al Maidah: 32 (yang menjelaskan

tentang tanggung jawab memelihara kehidupan manusia) dan QS.
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Ali Imran:110 (yang menjelaskan tentang ummat Isam sebagali
ummat terbaik), 2. Penjagaan jiwa (hifz an-nafs) terkandung dalam
QS. At Taubah: 108 (yang menjelaskan tentang kecintaan Allah
terhadap orang-orang yang menjaga kebersihan). 3. Penjagaan akal
(hifz al- ‘agl) terkandung dalam QS. Al Isra: 36 (yang menjelaskan
tentang larangan mengikuti sesuatu apabila tidak memiliki
pengetahuan tentang sesuatu). 4. Penjagaan keturunan (hifz an-
nasl) terkandung dalam QS. Al Mukminun: 12-17 (menerangkan
tentang proses terbentuknya manusia), QS. Al Bagoroh: 233
(menerangkan tentang pelaksanaan pemberian ASI dan
perencanaan kelahiran)2, dan 5. Penjagaan harta (hifz al-mal)
terkandung dalam HR.Muslim tentang pengelolaan syariah
manajemen akuntansi dan keuangan syariah. (Sulistiadi & Rahayu,
2016).

Pelayanan kesehatan di kota Banda Aceh telah diusahakan
sesuai dengan kelima magasid syariah tersebut, namun demikian
dalam beberapa tahun yang lalu masih saja terdapat kasus dan
perilaku yang melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam
maqgasid syariah, seperti kasus pada tahun 2018 vyaitu kasus
pelecehan seksual kepada pasien yang dilakukan oleh petugas
kebersihan di salah satu rumah sakit di kota Banda Aceh, sejak saat
itu pelaku langsung PHK (pemutusan hubungan kerja) dan
dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejak peristiwa itu
terjadi rumah sakit tersebut dan rumah sakit lainnya di Banda Aceh

terus memperbaiki pelayanannya agar tidak terulang kembali
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kasus-kasus yang tidak diinginkan, mengenai info terhadap kasus
ini dapat dilihat pada lampiran 2.

Kemudian kasus terbaru yaitu covid 19, kasus harian covid-
19 di Banda Aceh semakin meningkat. Hal tersebut akan
mengakibatkan pelayanan kesehatan di Banda Aceh jebol karena
kasus covid-19 tidak terkendali, kasus ini telah terjadi semenjak
awal kasus covid 19 terjadi, saat ini kasus tersebut sudah dapat
diatasi dan pelayanan kesehatannya juga sudah membaik karena
telah tersedianya tempat yang cukup menampung khusus pasien
covid 19 serta menurunnya angka pasien covid 19, mengenai info
terhadap kasus ini dapat dilihat pada lampiran 2.

Maka dari itu, pusat pelayanan kesehatan di kota Banda
Aceh telah meningkatkan pelayanan kesehatannya dengan kelima
magasid syariah tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel
dibawah ini.

Tabel 4.8

Penerapan magasid syariah pada manajemen pelayanan
kesehatan di Kota Banda Aceh
1

No Magasid Penerapan Pada manajemen Pelayanan

Syariah \ Kesehatan Kota Banda Aceh
1. | hifdzu din - Mayoritas tenaga kerja beragama islam
(memelihara - Menjunjung tinggi prinsip-prinsip keislaman
agama) - Shalat berjamaah di setiap jam shalat
- Adanya pengajian setelah shalat magrib di masjid
rumah sakit

- Adanya kegiatan shadagah berkah di masjid
rumah sakit yang bertujuan untuk penyediaan
makanan kepada masyarakat yang tinggal di
rumah sakit

- Berhenti beroperasi setiap jam shalat kecuali
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2.

&

4.

5.

hifdzu nafs
(memelihara
jiwa)

hifdzu ‘aql
(memelihara
pikiran)

| hifdzu maal
(memelihara
harta)

hifdzu nasab
(memelihara
keturunan).

disaat darurat seperti saat proses operasi
berlangsung atau penanganan pasien di UGD
Melarang menjual barang yang bertentangan
dengan syariat Islam

Menjamin kesejahteraan pada setiap tenaga kerja
dan pasien

Memenuhi setiap hak pekerja dan pasien
Pembagian jam kerja yang sesuai

Tidak adanya pemaksaan jam kerja

Melarang menjual barang-barang  yang
menimbulkan kemudaratan seperti minuman
keras

Pendampingan pasien pada akhir kehidupan (end
of life care) yang berarti terpenuhi.

Standar Syariah Pendidikan Pasien dan Keluarga
terhadap asuhan spiritual yang sesuai.

Memberi peringatan keras kepada pekerja untuk

tidak menggunakan obat-obat terlarang/ minuman
keras

Tersedianya hari libur dan jam kerja yang sesuai
Diberikan kebebasan keputusan pendapat kepada
keluarga pasien untuk dilakukan tindakan kepada
pasien

Standar Syariah Manajemen Mutu ditemukan
Pedoman/SPO pemeliharaan aqidah, ibadah,
akhlak dan muamalah di rumah sakit yangs sesuai
Adanya aturan bagi hasil bagi setiap pemilik
modal unit usaha di rumah sakit seperti kantin
dengan pihak rumah sakit

Status kepemilikan yang jelas

Mensucikan kembali alat medis setelah dipakai
Tidak disatukannya ruangan pasien laki-laki dan
perempuan

Standar Syariah Pelayanan Pasien ditemukan
Kebijakan pelayanan Kesehatan maternal dan
neonatal, Informed consent kontrasepsi sesuai
syariah yang berarti terpenuhi.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan
1. Sesuai dengan Visi kota Banda Aceh yaitu mewujudkan
kota Banda Aceh gemilang dan misi keempat, yaitu
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam
bingkai syariah, kebijakan pemerintah kota Banda Aceh di
bidang kesehatan berfokus pada beberapa tujuan, sasaran
dan strategi tertentu untuk mewujudkannya dengan
beberapa kebijakan yaitu Pengembangan sistem layanan
kesehatan, Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan
lintas daerah, Mengoptimalkan keterlibatan para pihak
terkait, meningkatkan  peran  serta  masyarakat,
pengembangan SDM, peningkatan sarana dan prasarana
kesehatan, dan standarisasi mutu dan layanan kesehatan.
kemudian selain pemerintah kota, dinas kesehatan kota
Banda Aceh juga memiliki tujuan, sasaran dan strategi
tertentu, untuk mewujudkannya dengan beberapa kebijakan
yaitu  pengembangan  sistem layanan  kesehatan
pengembangan SDM, meningkatkan kerjasama lintassektor
dan lintas daerah, mengoptimal-kan keterlibatan parapihak
terkait, meningkatkan peran serta masyarakat, peningkatan
saranadan prasarana kesehatan, serta standarisasi mutu dan

layanan kesehatan.
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2. Faktor-faktor yang berpengaruh dari dana APBD terhadap
manajemen pelayanan kesehatan masyarakat di kota Banda
Aceh yang pertama adalah kebijakan keuangan, berfungsi
sebagai mengalihkan dana dari pihak yang mengalami
kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang kekurangan
dana (deposit), yang kedua adalah penerimaan negara
sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara
dalam rangka pembangunan negara yang bersumber dari
pajak maupun non pajak, faktor yang ketiga adalah
pengeluaran dan hutang, terkait regulasi yang berlaku,
banyak petunjuk teknis penggunaan dana untuk kesehatan
yang dibatasi oleh aturan dari pusat, sehingga dana besar
dari pusat namun pemanfaatannya menjadi terbatas di
daerah akibat juknis yang terlalu mengikat. Maka dari itu
dengan kemampuan pemerintah yang masih terbatas
dalam pembiayaan kesehatan masyarakat, sangat
diperlukan inovasi dan kreatifitas pemerintah untuk mampu
melibatkansektor swasta agar bersedia membiayai dan ikut
andil membantu pemerintah untuk mengembangkan sektor
kesehatan.

3. Kebijakan pemerintah dalam menerapkan maqasid syariah
pada manajemen pelayanan kesehatan masyarakat telah
berupaya dengan baik untuk menjalankannya sesuai
dengan prinsip magasid syariah, didukung karena kota

Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi Aceh yang
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sejatinya telah menerapkan hukum syariah Islam di

berbagai sektor, termasuk sektor kesehatan.

5.2. Saran

Peneliti telah menyusun penelitian ini dengan sebaik-
baiknya, namun peneliti yakin bahwa penelitian ini tidak luput dari
keterbatasan. Berikut ini adalah beberapa saran yang diajukan oleh
peneliti berdasarkan hasil penelitian:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah kota Banda Aceh
agar tetap mempertahankan beberapa kebijakan tersebut dan
menempatkan pendanaan di sektor kesehatan menjadi
penerima terbesar pada realisasi belanja daerah kota Banda
Aceh, diharapkan dana tersebut dapat ditingkatkan di
periode selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas
manajemen pelayanan kesehatan di kota Banda Aceh.

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran terhadap kesehatan lingkungan serta mendukung
serta menjalankan kebijakan yang telah diatur oleh
pemerintah kota Banda Aceh terhadap manajemen
pelayanan kesehatan.

3. Diharapkan  kepada  penelitian  berikutnya  untuk
menambahkan indikator lain agar mendapatkan hasil yang

lebih maksimal.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Peneltian
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Lampiran 2. Kasus yang Pernah Terjadi di Pusat Kesehatan
Kota Banda Aceh

Jumat, 17 Desember 2021 Q Cari ﬁ

Serambinews...

s
Terdakwa Pelecehan Seksual Terhadap

Pasien di RSUZA Dituntut 80 Kali
Cambuk

Rabu, 6 Juni 20

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Muhammad Hadi

Ltstatic.net/aceh/f ges/algoj

& medcom.id/nasi pelzy

Amedcom.id Y

News~ Lifestylev Sains Pilar Cek Fakta \Meo Foto Grafis LiveTv MagnaChannel MGN Index
Politik Peristiwa Hukum Metro Daerah
 Pelayanan Kesehatan di Aceh
Direpotkan Peningkatan Kasus Covid-
19

Nasional WVirusKorona Bmpandemicovid-19 B Protokol Covid-19

A A-.I

Banda Aceh: Satuan tugas (Satgas) p covid-19 Aceh kan kasus
harian covid-19 di Aceh semakin meningkat. Hal tersebut akan mengakibatkan

pelayanan kesehatan di Aceh bakal jebol jika kasus covid-19 tidak terkendali.

Juru bicara satgas penanganan covid-19, Saifullah Abdulgani, mengatakan kasus harian ::lr?;:mirn?}:ﬁ;
Kasus Narkotika dan

Obat llegal

M pencucian uang

per 28 April 2021 bertambah sebanyak 71 orang, empat orang meninggal. Selain itu

pasien covid-19 yang sembuh juga bertambah 107 orang.
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Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara

A.

PROSEDUR WAWANCARA MENDALAM

Pengantar

1. Memberi salam dan ucapan terima kasih atas
kesediaan memberikan informasi.

2. Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan
latar belakang Pendidikan.

3. Menjelaskan tentang lamanya wawancara, Vaitu
kurang dari 30 menit.

4. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan
wawancara.

Tujuan

Melakukan wawancara  tentang kebijakan

pemerintah pada dana APBD terhadap manajemen

pelayanan  kesehatan masyarakat ditinjau dalam

perspektif magashid syariah.

Prosedur

1. Meminta izin melakukan wawancara.

2. Meminta kepada informan untuk memberikan
pendapatnya baik positif maupun negatif.

3. Menjelaskan bahwa wawancara akan direkam dengan
menggunakan recorder smartphone.

4. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya
untuk tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.

Kesimpulan dan Penutup

1. Pewawancara membuat rangkuman tentang hasil
wawancara.

2. Menanyakan kepada informan apakaha ada informasi
yang tertinggal.

3. Mengucapkan terima kasih kepada informan atas
informasi yang diberikan dan mengemukakan bahwa
informasi yang diberikan sangat penting.

85



Teknik Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber

: Penelitian ini menggunakan wawancara
sebagai metode utama untuk melakukan
pengkajian data. Berikut ini merupakan
pedoman wawancara Yyang disifatkan

general karena adanya keterkaitan di
antara  variabel sehingga beberapa
indikator  juga  ditujukan  kepada
responden atau informan yang berbeda.

: Sejumlah masyarakat yang terkait dalam
ruang lingkup kesehatan.

Variabel

Pertanyaan wawancara

Pelayanan
Kesehatan
di Kota
Banda Aceh

. Bagaimana peran pemerintah daerah

dalam menerapkan pelayanan kesehatan
masyarakat ?

. Apakah pelayanan kesehatan di Kota

Banda Aceh sudah cukup baik?

. Sepengetahuan anda, apakah fasilitas

untuk pelayanan  kesehatan  sudah
memadai?

. Sepengetahuan anda, apakah jumlah

tenaga medis di Kota Banda Aceh sudah
memadai ?

. Bisakah dijelaskan bagaimana menurut

anda dana APBD untuk pelayanan
kesehatan yang seharusnya diterapkan?

Magasid
Syariah

. Apakah pelayanan kesehatan di Banda

Aceh menerapkan nilai-nilai syariah?

. Menurut anda seberapa pentingnya

pelayanan kesehatan dalam tinjauan
maqashid syariah?
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Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara Bersama Masyarakat
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